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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No Huruf Nama Nama Keteranoan
Arab Latin Latin g
. Tidak
| -
! P dilambangkang
2 < ba’ B -
3 < ta’ T -
4 & sa’ § s dengan titik di
atas

> d jim j -

, ha dengan titik
6 C ha h dibawah
7 d kha’ kh -
8 2 dal d -
9 3 sal 5 zet dengan titik

di atas

10 ) ra’ r -
11 3 zai z -
12 o sa’ s -
13 3 syin sy -
14 i~ sad < es dengan titik di

bawah




ditulis lengkap
& A ditulis Ahmadiyyah

Vi

s| o | e |0 [ g
16 b ta’ " te dengan titik di
i ' bawah
17 b 7a’ z zet élielr;f;r; ltlmk
18 ¢ ain ‘ koma zzl;allk di
19 & gain g -
20 < f2’ ¢ ]
21 ) qaf q -
22 & kaf k .
23 J lam 1 ;
24 e mim m -
25 o nun n .
26 wawu w -
27 2 ha’ h )
28 s hamzah ’ Apostrop
29 S ya’ y )
B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah,



C. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan
harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis
dengan “t” atau “h”.

Contoh: Jedll 8y : Zakat al-Fitri atau Zakah al-
Fitri
Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: ScJ.b Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan
bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbufah
itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: &3\ &»9y Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

isls- - ditulis Jama ‘ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t

A Lo - ditulis Ni ‘matullah

188y ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa

Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong
dan vokal rangkap atau diftong.
. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

vil



Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
_ _/ _ Fathah a a
— Kasrah i i
. Dammah u u

Contoh:
935 — Kataba Mv\g — Yazhabu

o — Suila 53— Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,
transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
S Fathah dan ya’ ai adani
.3 Fathah dan waw au adanu
Contoh:
&S Kaifa Je> : Haula

E. Vocal Panjang (Maddah)
Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa
harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

Izt;lll)f Nama Latin Nama
B L; ) ‘ Fathah dan alif a a dan garis di atas
atau ya
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& Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
. ; Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
o j«; : Tuhibbiina
ol s al-Insan

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu
Kata dipisahkan dengan Apostrof

vﬁﬁ :a’antum

Cage : mu’annas
G. Kata Sandang Alif + Lam
Kata sandang berupa “al” ( J! ) ditulis dengan

hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan
“al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
1. Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...
2. Al-Bukharty dalam muqaddimah kitabnya
menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa md lam yasya’ lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

OV, al - ditulis al-Qur’an
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti
dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

dapd) 2 ditulis as-Sayyi ‘ah

r
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H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid
dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika
berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:
»\-Z.é : Muhammad
341 - al-Wudd

I. Kata Sandang “J"”’
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah
dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan
huruf “1 7.

Contoh:
(Jw\ :al-Qur’an
d . al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak
mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini
disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada
awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

?&1‘ é\,d‘ s al-Imam al-Gazali

c:»«j\ @&L‘ > al-Sab ‘u al-Masani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak
digunakan.



Contoh:
FIes R : Nasrun minallahi

Ly oY1 & Lillahi al-Amr Jami‘a
K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di
atas () atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir
kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka
Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:

sl| aghe cpll) : Ihya’ ‘Uliam al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja),
isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata
tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf
Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
oyl Ol i) 9 w2 :wainnallaha lahuwa khair al-
Razigin
M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut

37\»0}“ = : ditulis syaikh al-Islam atau
syaikhul Islam.
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ABSTRAK

Putra, M Rama Adhi. NIM. 10122064. 2026. “Efektivitas
Pelakasanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan Di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”. Skripsi, Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelakasanaan Norma
Wajib Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangdadap”. Bimbingan perkawinan adalah
program wajib yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama
(KUA) untuk membekali calon pasangan sebelum memasuki
kehidupan rumah tangga. Meskipun telah memiliki dasar
regulasi yang jelas, pelaksanaannya di tingkat kecamatan
masih menyimpan berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih
mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan di
KUA Kecamatan Karangdadap, sekaligus mengidentifikasi
upaya yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan
kualitas pelaksanaannya.

Penelitian ini  berjenis yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan
calon pengantin, serta didukung observasi lapangan dan studi
pustaka. Analisis menggunakan lima indikator efektivitas
hukum Soerjono Soekanto, yakni substansi hukum, aparat
penegak hukum, sarana dan fasilitas, pengetahuan masyarakat,
serta budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
bimbingan perkawinan belum efektif. Tiga indikator yakni
faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya dinilai kurang
efektif, sedangkan faktor substansi hukum dan sarana
prasarana efektif. Hambatan utama meliputi durasi bimbingan
tidak terstandar, jadwal digabung dengan pemeriksaan berkas,
minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta

XV



budaya lokal conto yang mereduksi bimbingan menjadi
formalitas administratif. Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangdadap telah berupaya dan inovasi dengan
pengembangan modul interaktif berbasis smartphone dan
layanan konsultasi pasca nikah. Upaya ke depan, KUA
merencanakan penyusunan SOP kelembagaan, peningkatan
kompetensi fasilitator, sosialisasi digital, dan transformasi
budaya hukum melalui pelibatan tokoh agama dan tokoh
masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Bimbingan Perkawinan,
Kantor Urusan Agama Karangdadap, Soerjono Soekanto
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ABSTRACT

Putra, M Rama Adhi. Student ID 10122064. 2026.
“Effectiveness Of Implementing Mandatory Marriage
Guidance Norms At The Karangdadap District Religious
Affairs Olffice”. Thesis, Islamic Family Law Study Program,
Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This study is entitled "The Effectiveness of the
Implementation of Mandatory Marriage Guidance Norms at
the Karangdadap Subdistrict Religious Affairs Office".
Marriage guidance is a mandatory programme organised by
the Religious Affairs Office (KUA) to prepare prospective
couples before entering married life. Although there is a clear
regulatory basis, its implementation at the subdistrict level still
faces various issues that need to be examined in greater depth.
This study aims to describe the effectiveness of the
implementation of mandatory marriage guidance at the
Karangdadap Subdistrict KUA, as well as to identify efforts
that have been and will be made to improve the quality of its
implementation.

This research is empirical juridical in nature with a
qualitative approach. Data collection was conducted through
interviews with the Head of the KUA, the penghulu (religious
leader), counsellors, and prospective brides and grooms,
supported by field observations and literature studies. The
analysis used Soerjono Soekanto's five indicators of legal
effectiveness, namely legal substance, law enforcement
officials, facilities and infrastructure, public knowledge, and
legal culture.

The research findings indicate that the implementation
of marriage counseling has not been fully effective. Three
indicators namely, law enforcement, community, and cultural
factors were assessed as less effective, while legal substance
and infrastructure factors were deemed sufficiently effective.
Major obstacles include the lack of standardized counseling

xvii



duration, schedules combined with document reviews,
insufficient outreach, low public awareness, and local cultural
norms that reduce counseling to an administrative formality.
The KUA has responded by developing smartphone-based
interactive modules and post-marriage counseling services.
Moving forward, the KUA plans to develop institutional SOPs,
enhance facilitator competencies, conduct digital outreach,
and foster legal cultural transformation through the
involvement of religious and community leaders.

Keywords: Legal Effectiveness, Marriage Guidance, Religious
Affairs Office Karangdadap, Soerjono Soekanto
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bimbingan perkawinan merupakan program wajib
yang harus diikuti oleh setiap calon pengantin sebelum
menyelenggarakan pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA). Kewajiban tersebut diatur secara tegas dalam Pasal
5 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024
tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa
pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi salah satu
syarat wajib dalam prosedur pencatatan nikah. Kebijakan
ini bertujuan memberikan pembekalan yang komprehensif
bagi calon pengantin mengenai perencanaan, pengetahuan,
dan keterampilan dalam mengelola kehidupan keluarga,
kesehatan reproduksi, serta dinamika perkawinan dan
keluarga.!

Guna memberikan arah teknis atas pelaksanaan
kewajiban tersebut, landasan operasional program
bimbingan perkawinan diperkuat melalui Keputusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 sebagai
perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Keputusan ini
berfungsi sebagai petunjuk pelaksana teknis yang mengatur
secara rinci mekanisme penyelenggaraan bimbingan
perkawinan, termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak
yang berwenang sebagai penyelenggara. Berdasarkan
regulasi  tersebut, bimbingan perkawinan  dapat
diselenggarakan oleh berbagai pihak yang memiliki

! Kementerian Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan
Pernikahan"h 6.



kewenangan dan kompetensi, baik di tingkat Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan, maupun oleh instansi masyarakat yang telah
memenuhi persyaratan dan memperoleh izin resmi dari
Kementerian Agama setempat.’

Lebih lanjut, Bab II Ketentuan Umum Keputusan
Direktur  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 menetapkan
tiga metode pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pertama,
Metode Tatap Muka, yaitu pelaksanaan bimbingan secara
klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan
diampu oleh fasilitator. Kedua, Metode Virtual atau
Bimbingan Perkawinan Virtual, yaitu pelaksanaan
bimbingan perkawinan secara daring yang diberikan
kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator.
Ketiga, Metode Mandiri, yaitu pelaksanaan bimbingan
tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang
diperoleh peserta di tempat kedudukan masing-masing
petugas fasilitator.?

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Meskipun
secara hierarki peraturan perundang-undangan surat edaran
bersifat kebijakan internal, namun dalam konteks ini surat
edaran tersebut memuat anjuran yang bersifat wajib, yakni
menegaskan bahwa setiap calon suami dan istri wajib
mengikuti bimbingan perkawinan secara tuntas sebelum
melangsungkan akad nikah. Ketentuan ini memberikan

2 Muliadi, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin
Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Nagan Raya", Ahkamul
Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, Vol. 2 (2022). h 13.

3 “Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 BAB IV Tentang Perubahan
Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 Juklak .Pdf’, pp. 5-6.h.7.



kewenangan kepada setiap Kantor Urusan Agama untuk
tidak memproses pencatatan pernikahan apabila pasangan
yang bersangkutan belum menjalani  bimbingan
perkawinan. Bukti keikutsertaan dinyatakan melalui
sertifikat resmi yang wajib ditunjukkan sebagai syarat
administratif. Dengan demikian, bimbingan perkawinan
tidak lagi sekadar formalitas pelengkap, melainkan menjadi
bagian integral dari sistem pencatatan nikah yang berupaya
mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
warahmah.*

Keberagaman metode dan kuatnya landasan regulasi
tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam
memperluas jangkauan layanan bimbingan perkawinan
serta memastikan pelaksanaannya relevan dengan standar
yang telah ditetapkan. Dengan sistem penyelenggaraan
yang terstruktur ini, bimbingan perkawinan tidak hanya
menjadi persyaratan administratif semata, tetapi juga
bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kehidupan
keluarga dan pencegahan persoalan rumah tangga sejak
dini. Sebagai bentuk implementasi dari berbagai regulasi
tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan
melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Karangdadap telah menjalankan program bimbingan
perkawinan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh
setiap calon suami istri sebelum pencatatan administrasi
nikah dilakukan

Dalam  pelaksanaannya, KUA  Kecamatan
Karangdadap menerapkan pendekatan yang adaptif dengan
menggunakan dua metode sesuai karakteristik calon
pengantin. Metode virtual diterapkan bagi calon pengantin

“Kepdirjen Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kepdirjen
Nomor 189 Tahun 2021 Juklak .Pdf’, pp. 5-6.



berusia muda yang memiliki keterbatasan waktu dan lebih
familiar dengan teknologi digital, sementara metode
mandiri digunakan untuk calon pengantin berusia 50 tahun
ke atas yang lebih nyaman dengan pembelajaran tatap muka
langsung. Program bimbingan perkawinan ini mencakup
tiga komponen materi inti yang melibatkan berbagai
instansi materi kesehatan disampaikan oleh Dinas
Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN, sedangkan materi
hukum perkawinan dan keagamaan tentang keluarga
sakinah disampaikan langsung oleh KUA. Program ini
secara keseluruhan berorientasi untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai
perkawinan, tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan
berkeluarga, serta kesiapan mental, emosional, dan spiritual
dalam membangun rumah tangga.’

Namun, dalam realitas pelaksanaannya, program
bimbingan perkawinan yang telah diamanatkan dalam PMA
Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam  Nomor 2 Tahun 2024 belum sepenuhnya
diimplementasikan secara optimal oleh KUA Kecamatan
Karangdadap. Terdapat sejumlah hambatan yang berasal
dari sisi masyarakat maupun dari internal KUA itu sendiri.
Dari sisi masyarakat, budaya lokal yang masih menjaga
tradisi pingit menjadi salah satu faktor yang membatasi
kehadiran calon pengantin dalam kegiatan bimbingan.
Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh calon
pengantin, terutama bagi mereka yang bekerja di
perusahaan konveksi maupun non-konveksi, serta beberapa

5 Lukman Hakim, “Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangdadap”, diwawancari oleh M Rama Adhi Putra Pada
hari 6 Agustus 2025



calon pengantin yang berdomisili di luar kabupaten atau
provinsi, turut menjadi hambatan tersendiri dalam
mengikuti bimbingan perkawinan secara penuh.®
Sementara itu terdapat pula persoalan mendasar yang
berkaitan dengan rendahnya pemahaman calon pengantin
mengenai keberadaan dan substansi program bimbingan
perkawinan itu sendiri. Sebagian besar calon pengantin
belum mendapatkan informasi yang memadai tentang
program ini sebelum tiba di KUA, sehingga keikutsertaan
mereka cenderung bersifat reaktif, yakni mengikuti
bimbingan semata-mata karena diwajibkan dalam proses
administrasi pernikahan, bukan karena kesadaran akan
pentingnya pembekalan tersebut. Beberapa calon pengantin
yang memandang bimbingan perkawinan hanya sebagai
persyaratan formal yang harus dilengkapi agar proses
pencatatan nikah dapat berjalan, tanpa benar-benar
menghayati nilai dan tujuan substantif yang terkandung di
dalamnya. Sikap ini tentu berdampak pada kualitas
partisipasi dan daya serap materi yang disampaikan selama
kegiatan bimbingan berlangsung. Kondisi tersebut tidak
dapat dilepaskan dari minimnya sosialisasi yang masif dan
terstruktur dari pihak KUA Kecamatan Karangdadap
kepada masyarakat. Upaya penyebarluasan informasi
mengenai program bimbingan perkawinan, termasuk
tujuan, manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta
konsekuensi administratifnya, belum dilakukan secara
intensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat di
wilayah Kecamatan Karangdadap. Ketiadaan sosialisasi
yang konsisten menjadikan sebagian besar calon pengantin

¢ Lukman Hakim, “Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangdadap”, diwawancari oleh M Rama Adhi Putra Pada
hari 6 Agustus 2025



baru mengetahui keberadaan program ini pada saat mereka
mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa dari sisi internal KUA Kecamatan
Karangdadap, bimbingan perkawinan sering kali
dilaksanakan bersamaan dengan proses pemeriksaan berkas
nikah, terutama bagi calon pengantin yang menggunakan
metode mandiri. Kondisi ini menyebabkan waktu yang
tersedia menjadi tidak efektif untuk menyampaikan materi
secara optimal kepada calon pengantin, yang pada akhirnya
berpotensi mengurangi pemahaman dan kesiapan mereka
dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. D1 samping itu,
sertifikat bimbingan perkawinan yang merupakan syarat
administratif nikah belum dapat diterbitkan dan
didistribusikan secara merata kepada seluruh calon
pengantin, sehingga menimbulkan kendala tambahan
dalam kelancaran proses administrasi pernikahan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan
antara norma hukum yang diamanatkan dalam Peraturan
Mentri Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun
2022, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan realitas
implementasi di lapangan. Pelaksanaan bimbingan
perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap masih
dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan berkas dan
belum terwujud sebagai kegiatan mandiri yang terstruktur
sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi yang ada.
Selain itu, distribusi sertifikat bimbingan perkawinan pun
belum dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh
kepada seluruh calon pengantin, padahal sertifikat tersebut



merupakan prasyarat administratif pernikahan yang telah
ditetapkan secara regulatif.’

Kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut
bukan sekadar persoalan administratif semata, melainkan
mengandung urgensi yang jauh lebih dalam dan mendasar.
Apabila bimbingan perkawinan hanya dijalankan sebagai
formalitas administratif tanpa diimbangi kualitas substansi
yang memadai, maka tujuan besar yang melatarbelakangi
pembentukan program ini tidak akan pernah tercapai secara
optimal. Tujuan tersebut mencakup pencegahan terjadinya
perceraian dini, perlindungan dari kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), serta pembentukan keluarga yang sakinah,
mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang dicita-
citakan oleh ajaran Islam dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mendalam
terhadap efektivitas pelaksanaan program ini di KUA
Kecamatan Karangdadap memiliki urgensi yang tinggi,
tidak hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga sebagai
kontribusi nyata bagi upaya penguatan kelembagaan dan
peningkatan kualitas kehidupan keluarga Muslim di
Indonesia khususnya masyarakat di wilayah kerja Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karangdadap.

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan
norma wajib bimbingan perkawinan di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangdadap dalam konteks penerapan
regulasi terbaru, yaitu Peraturan Mentri Agama Nomor 30
Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

7 Diniyanti dan Heri Firmansya, “Implementasi Bimbingan
Perkawinan Bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan : Kajian
Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No.172/2022”, MAQASID :
Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.14 No.3 2025, h.292.



Nomor 2 Tahun 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada
penggunaan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis
utama dalam mengkaji pelaksanaan norma bimbingan
perkawinan. Teori efektivitas hukum dipilih karena
memiliki relevansi dan kesesuaian yang sangat kuat dengan
penelitian ini, mengingat kajian yang dilakukan merupakan
penelitian hukum yang secara langsung bersentuhan dengan
persoalan sejauh mana suatu norma hukum benar-benar
berlaku, ditaati, dan memberikan dampak nyata di dalam
masyarakat. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada
analisis empiris yang berfokus pada KUA Kecamatan
Karangdadap, sekaligus mengkaji upaya-upaya konkret
yang telah dan akan dilakukan dalam meningkatkan
efektivitas bimbingan perkawinan yang relevan dengan
kondisi dan karakteristik masyarakat setempat.
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah
penulis wuraikan, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih komperhensif mengenai “Efektivitas
Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Norma Wajib
Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Karangdadap?

2. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Karangdadap terhadap
Pelaksanaan Norma Wajib Bimbingan Perkawinan?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Efektivitas
Pelaksanaan Norma wajib Bimbingan Perkawinan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap.



2. Untuk mengindentifikasi dan menganalisis upaya apa
yang telah dan akan dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Karangdadap terhadap pelaksanaan
Norma Wajib Bimbingan Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan
dapat menyumbang kontribusi untuk pengembangan
khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum
keluarga Islam, dengan memperkaya khazanah keilmuan
mengenai efektivitas regulasi hukum dalam pelaksanaan
bimbingan perkawinan dan dapat dijadikan rujukan
penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian
ini.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini  dapat menjadi acuan untuk
mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan bimbingan
perkawinan agar lebih efektif dan efisien selaras dengan
regulasi yang berlaku, khususnya PMA No 30 Tahun
2024 tentang administratif nikah terbaru, Kepdirjen
Bimas Islam No 172 Tahun 2022 petunjuk pelaksanaan
Bimwin, dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2
Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan. Disamping
itu, kajian ini juga dapat dijadikan referensi bagi
Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan
lanjutan dan meningkatkan pembinaan terhadap
pelaksanaan program bimbingan perkawinan di tingkat
daerah.
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E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum
Teori yang dijadikan sebagai pisau analisis yakni
dengan indikator-indikator dalam efektivitas hukum
menurut Soerjono Soekanto.® Perspektif teori dari
Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang
menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi
efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat,
yaitu : Hukum itu sendiri, penegak hukum (structure of
law), Sarana dan fasilitas, Masyarakat, dan Kondisi
budaya (culture of law).’
a. Hukum itu sendiri
Hukum memiliki tiga fungsi utama: keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik sering
terjadi pertentangan antara kepastian hukum yang
bersifat konkret dengan keadilan yang abstrak. Ketika
hakim memutus perkara berdasarkan penerapan
perundang-undangan semata, prinsip keadilan tidak
selamanya dapat diwujudkan. Keadilan harus
menjadi fokus primer dalam menyelsaikan masalah
hukum. Hukum tidak dapat dilihat hanya dari aspek
tertulis, karena masih terdapat berbagai regulasi yang
hidup dalam kelompok masyarakat dan mampu
mengatur kehidupan sosial secara efektif. !
b. Penegak Hukum (structure of law)
Aparat penegak hukum adalah salah satu faktor
utama yang mempengaruhi keberhasilan penerapan

8 Sabian Usman, Dasar - Dasar Sosiologi Hukum, Cetakan 3
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016).h 115.

® Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011). h 17-18

10 Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di
Indonesia", Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6 (2022),.h 55.
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hukum menurut Soerjono Soekanto, di mana
keberhasilan suatu regulasi sangat ditentukan oleh
kualitas dan kinerja aparatur yang menjalankannya.
Penegakan hukum yang tegas dan adil akan
meningkatkan efektivitas hukum. Akan tetapi dalam
proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum
seringkali akan menghadapi hambatan yang dimana
kondisi ini berpotensi muncul jika terjadi
ketidaksesuain antara nilai, aturan dan pola
perilaku.'!
c. Sarana dan Fasilitas

Menurut  Soerjono  Soekanto, efektivitas
penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh
ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai,
seperti SDM profesional, kelembagaan yang kuat,
peralatan teknis, dan anggaran yang cukup. Hukum
tidak hanya membutuhkan aturan tertulis, tetapi juga
dukungan teknis dan operasional agar dapat
diterapkan secara nyata. Keterbatasan fasilitas dapat
menghambat kinerja aparat, memperlambat proses
hukum, dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena
itu, kualitas dan kecukupan sarana menjadi tolok ukur
penting dalam menilai efektivitas sistem hukum, serta
merupakan prasyarat bagi terwujudnya peradilan
yang adil dan efisien.'?

" Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap
Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan di
Bawah Umur", Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4.2
(2022), h. 16.

12 Mohd. Yusuf DM dkk., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum,
Humaniora,Dan Politk, 5.4 (2025), h. 18.
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d. Masyarakat

Perkembangan hukum mencerminkan
hubungan dinamis antara kesadaran hukum
masyarakat dan hukum positif. Pada masyarakat
tradisional, kepatuhan muncul karena tekanan
eksternal seperti adat, otoritas, atau sanksi, bukan
pemahaman mendalam. Sebaliknya, masyarakat maju
menaati hukum berdasarkan kesadaran pribadi akan
pentingnya keadilan dan keteraturan sosial. Semakin
tinggi kesadaran hukum, semakin besar pula
kepatuhan yang lahir dari pemahaman, bukan sekadar
paksaan.'3

e. Kondisi Budaya (culture of law)

Budaya hukum adalah bagian dari lima faktor
dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
yang mencerminkan nilai-nilai  dan norma
masyarakat terkait hukum. Faktor ini berperan
penting dalam membentuk kesadaran hukum dan
berinteraksi dengan substansi hukum, penegak
hukum, sarana hukum, dan masyarakat. Efektivitas
hukum bergantung pada sinergi semua faktor
tersebut. Budaya hukum yang positif mendukung
penegakan hukum yang efektif, sedangkan budaya
hukum yang buruk menghambat keseluruhan sistem
hukum.'4

13 Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif
Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk
Hukum", Jurnal Usm Law Review, 5.1 (2022),h.117
14 Siti Djazimah and Muhammad Jihadul Hayat, "Pelaksanaan
Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan
Tindakan Sosial", Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11.1 (2019), h
60.
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2. Konsep Bimbingan Perkawinan

Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia,
bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian
bantuan dan pendampingan kepada catin atau pasangan
suami istri supaya memiliki kesiapan secara fisik,
mental, emosional, sosial, dan spiritual dalam menjalani
kehidupan pernikahan.!®

Bimbingan perkawinan adalah program edukatif
yang bertujuan untuk mempersiapkan calon suami dan
istri  supaya memiliki pengetahuan, sikap, dan
kemampuan membentuk rumah tangga yang dilandasi
harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Materi yang
diberikan mencakup aspek-aspek penting seperti
landasan filosofis dan hukum perkawinan dalam Islam,
kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, komunikasi
suami istri, manajemen konflik, perencanaan keluarga
dan pengasuhan anak, serta ekonomi keluarga. Program
ini diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Pelaksanaan bimbingan ini berlandaskan pada PMA
Nomor 30 tahun 2024, Kepdirjen Bimas Islam No. 189
Tahun 2021, yang diperbarui melalui Keputusan Dirjen
Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, dan diperkuat oleh
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024
mengenai  pelaksanaan  kewajiban ~ bimbingan
perkawinan secara nasional. '

15 Kementerian Agama RI, Panduan Bimbingan Perkawinan Era
Digital (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2023).h
89.

16 Adib Machrus dkk, Fondasi Keluarga Sakinah, Subdit Bina
Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas
Islam Kemenag RI Tahun (2017).h 10.
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F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperkuat
landasan teori dan memastikan orisinalitas penelitian.
Penulis melakukan telaah pustaka mengenai beberapa karya
ilmiah yang relevan berdasarkan tema studi ini.
Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, ditemukan
beberapa penelitian dengan tema serupa namun berbeda
fokus dan ruang lingkup kajian. Antara lain sejumlah
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Moh. Ekofitriyanto (2020) yang
berjudul "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah
dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di
KUA Kecamatan Batang" menyimpulkan dua hal pokok.
Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Batang sudah
terbilang efektif karena sesuai dengan petunjuk teknis
Keprdirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 mulai dari
pengorganisasian waktu, pemilihan narasumber yang
kompeten di bidangnya, hingga tersedianya fasilitas seperti
modul, ATK, konsumsi, dan sertifikat bagi peserta. Namun
perbedaannya cukup mendasar. Penelitian Ekofitriyanto
(2020) lebih berfokus pada dampak bimbingan yakni
apakah program itu benar-benar membuat calon pengantin
lebih siap menikah dan hasilnya relatif positif. Sementara
penelitian ini justru menyoroti kesenjangan antara aturan
dan kenyataan di lapangan dengan menggunakan teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk mengupas
mengapa norma kewajiban bimbingan yang sudah
diperketat lewat SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024
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dan PMA No. 30 Tahun 2024 belum sepenuhnya berjalan
optimal di KUA Karangdadap.!”

Kesamaan penelitian ini sejatinya lahir dari
keprihatinan yang sama ingin tahu seberapa jauh program
bimbingan perkawinan di KUA benar-benar berjalan seperti
yang diharapkan. Keduanya menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif, sama-sama dilakukan
langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi,
serta sama-sama bernaung di bawah payung hukum
keluarga Islam. Namun perbedaannya cukup mendasar.

Kedua, Tesis Jufri (2021) yang berjudul “Efektivitas
Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam
Membangun Rumah Tangga Sakinah di KUA Kecamatan
Maritengngae” menyimpulkan bahwa realisasi bimbingan
pernikahan di wilayah tersebut telah cukup efektif. Para
peserta mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat
untuk kehidupan pernikahan mereka, khususnya dalam
memahami konsep keluarga sakinah. Bimbingan ini dinilai
mampu memberikan bekal penting dan menjadi langkah
preventif terhadap potensi perceraian.

Persamaan antara tesis Jufri dan penelitian ini terletak
pada fokus pembahasan mengenai peran bimbingan
perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah serta
pendekatan metodologis yang sama, yaitu kualitatif
deskriptif melalui wawancara dan observasi di lingkungan
KUA. Perbedaannya terletak pada konteks regulasi dan
fokus analisis tesis Jufri merujuk pada Perdirjen No. 373
Tahun 2017 dan menitikberatkan pada manfaat materi dan
respons peserta, sedangkan skripsi ini berada dalam
kerangka kebijakan terbaru PMA No. 30 Tahun 2024 dan

17 Moh. Ekofitriyanto, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-
Nikah dan Pengaruhnya terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA
Kecamatan Batang" (Skripsi UIN Walisongo Semarang : 2020), h.86.
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SE Dirjen No. 2 Tahun 2024 dengan fokus pada kendala
pelaksanaan seperti pengaruh budaya lokal, dan integrasi
waktu bimbingan dengan proses administrasi nikah.'®

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan
yang berjudul  "Efektivitas Program  Bimbingan
Perkawinan" (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren,
Kota Kediri), yang sama-sama mengkaji bimbingan
perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama.
Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara
keduanya. Skripsi M. Ridwan menggunakan teori
efektivitas organisasi dengan pendekatan manajemen
program dan mengukur keberhasilan melalui Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), sedangkan penulis
menggunakan teori efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto yang menilai sejauh mana norma hukum benar-
benar ditaati dan dilaksanakan di masyarakat. Perbedaan ini
mencerminkan orientasi yang berbeda secara fundamental
skripsi M. Ridwan mengevaluasi kualitas layanan publik,
sementara penulis menilai ketaatan terhadap norma hukum
wajib yang ditetapkan negara.

Perbedaan antara kedua skripsi ini juga tampak dari
sisi substansi kajian, regulasi yang dijadikan acuan, dan
metode yang digunakan. skripsi M. Ridwan menelaah
konten materi, peran pembimbing, serta kepuasan peserta
bimbingan perkawinan dengan mengacu pada regulasi lama
tahun 2004 hingga 2018, dan menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif berbasis studi kasus. Adapun penulis
berfokus pada ketaatan pelaksanaan norma wajib
bimbingan perkawinan, kesenjangan antara norma dan
fakta  lapangan, serta faktor-faktor = penghambat

18 Jufti, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae
Kab. Sidrap", (Tesis IAIN Parepare : 2021).h.98.
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implementasinya, dengan berpijak pada regulasi yang jauh
lebih mutakhir, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30
Tahun 2024, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 2 Tahun 2024, serta menggunakan pendekatan
yuridis empiris. Perbedaan-perbedaan tersebut menegaskan
bahwa penulisan ini memiliki kebaruan dan posisi yang
khas dalam kajian bimbingan perkawinan dalam kerangka
hukum yang berlaku saat ini.."”

Keempat, Skripsi Alfiatul Kharomah (2021) berjudul
“Efektivitas Bimbingan Perkawinan pada Pasangan
Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Adiwerna Kabupaten Tegal)” menunjukkan bahwa
pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi pasangan usia dini
belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya
pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan
akibat keterbatasan usia, kematangan emosional, dan
motivasi belajar. Meskipun pelaksanaan bimbingan
perkawinan  telah  sesuai  prosedur, keterbatasan
karakteristik peserta membuat tujuan program sulit tercapai
secara maksimal.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi
penulis dalam hal kajian terhadap efektivitas program
bimbingan perkawinan sebagai sarana pembentukan
keluarga sakinah dan penggunaan pendekatan kualitatif
deskriptif. Namun, fokus kajiannya berbeda skripsi Alfiatul
menitikberatkan pada kendala usia dan kesiapan psikologis
peserta usia dini, sedangkan penelitian penulis lebih
menyoroti hambatan kultural dan teknis seperti minimnya

! Nur Muahammad Ridwan, "Efektivitas Program Bimbingan
Perkawinan(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren
Kota Kediri)", (Skripsi IAIN Kediri : 2024).h.88.
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waktu pelaksanaan dan penggabungan bimbingan
perkawinan dengan pemeriksaan berkas nikah. Meski
dalam konteks berbeda, keduanya sepakat bahwa
pelaksanaan  bimbingan perkawinan masih  perlu
ditingkatkan melalui metode yang lebih adaptif dan
pendekatan yang lebih partisipatif.?

Kelima, Skripsi Titik Wahyuni (2022) berjudul
“Tinjauan Maslahah terhadap Praktik Bimbingan
Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten
Magetan” menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan
perkawinan di daerah tersebut dilakukan secara singkat,
hanya satu hari, karena keterbatasan waktu peserta.
Meskipun tidak ideal secara durasi, praktik tersebut tetap
dianggap sah dan bermanfaat dalam perspektif maslahah,
selama sejalan sesuai berdasarkan tujuan syariat dalam
menciptakan keluarga yang harmonis dan tangguh, penuh
kasih sayang.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi
penulis dalam hal membahas efektivitas pelaksanaan
bimbingan perkawinan di KUA dengan pendekatan
kualitatif lapangan, serta sama-sama menemukan bahwa
keterbatasan waktu menjadi kendala utama dalam
penyampaian materi secara optimal. Namun, perbedaannya
terletak pada kerangka teori dan fokus kajian. Titik
menggunakan teori maslahah untuk menilai manfaat moral
dan spiritual dari praktik bimbingan perkawinan, sementara
penulis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono
Soekanto untuk menilai kepatuhan terhadap regulasi
terbaru, yakni Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun

20 Alfiatul Kharomah, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pada
Pasangan Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Adiwerna
Kabupaten Tegal)", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2021).h.70
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2024 dan Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor 2 Tahun 2024. Selain itu, fokus wilayah dan
pendekatan penulis lebih menitikberatkan pada hambatan
administratif dan budaya lokal di KUA Karangdadap.?!

G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang penulis kaji ini
mengaplikasikan jenis yuridis empiris dengan cara
melakukan studi  hukum, yang berfokus pada
penelusuran norma hukum yang diterapkan dalam
kehidupan sosial masyarakat melalui pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada jenis
penelitian sosial yang melibatkan pengamatan dengan
menggunakan panduan lewat dokumentasi, Observasi
serta wawancara untuk merumuskan kesimpulan
mengenai penelitian tersebut.’> Dalam proses ini,
penulis melakukan penelitian lapangan langsung
terhadap  praktik dan pelaksanaan  bimbingan
perkawinan, serta interaksi antara petugas KUA dan
calon pengantin. Disamping itu, peneliti turut
memperkuat jenis penelitian ini dengan telaah pustaka,
yang mencakup kajian terhadap literatur dan sumber-
sumber hukum yang relevan dengan topik yang diteliti.
Dengan menyatukan kedua teknik ini, penulis berharap
dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam
mengenai isu yang dihadapi dalam pelaksanaan
bimbingan perkawinan, serta memberikan analisis yang
lebih mendalam berdasarkan data empiris dan teori yang

2! Titik Wahyuni, "Tinjauan Maslahah Terhadap Praktik Bimbingan
Perkawinan Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan",
(Skripsi IAIN Ponorogo : 2022).h.90

22 Burhan Ashshofa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT
Rineka Cipta : 2007), Cet.5,h 60.
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ada. Pendekatan ini diharapkan memberikan temuan
yang akurat dan dapat langsung diterapkan dalam
konteks hukum dan sosial di masyarakat.
. Lokasi Penelitian

Dalam memilih tempat penelitian ini dilaksanakan
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan. Argumentasinya yakni : 1).
Adanya kesenjangan implementasi norma hukum
dengan praktik lapangan. Observasi awal menunjukkan
pelaksanaan bimbingan perkawinan wajib untuk calon
suami istri di KUA Kecamatan Karangdadap tidak
sepenuhnya sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.
Ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein ini
menjadi fenomena hukum yang penting dikaji untuk
mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan norma, upaya
yang akan dilakukan oleh pihak KUA dan dampaknya
terhadap tujuan norma. 2). Aksesibilitas data dan
informasi yang memadai. KUA  Kecamatan
Karangdadap memiliki dokumentasi dan arsip yang
cukup lengkap terkait pelaksanaan bimbingan
perkawinan, sehingga memudahkan peneliti dalam
mengumpulkan data primer maupun sekunder.
Ketersediaan narasumber yang kompeten, baik dari
aparatur KUA maupun masyarakat pengguna layanan,
juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan
lokasi; dan 3). Tingkat kompleksitas permasalahan yang
signifikan. Berdasarkan studi pendahuluan, KUA
Kecamatan = Karangdadap menghadapi  berbagai
tantangan dalam implementasi bimbingan perkawinan,
mulai dari regulasi tidak dilaksanakan secara tegas dan
konsisten, keterbatasan sumber daya manusia, sarana
prasarana, hingga respons masyarakat yang beragam.
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Kompleksitas in1 memberikan ruang analisis yang luas
untuk mengkayji efektivitas norma dari berbagai dimensi.
3. Sumber Data
Dalam studi ini, penulis membutuhkan 2 (dua)
sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data
sekunder :
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan

secara langsung dari subjek penelitian melalui
instrumen pengambilan data langsung pada objek
yang dijadikan sumber data pokok utama yang
dibutuhkan.”> Wawancara Mendalam (In-depth
Interview) dilakukan secara terstruktur dengan
pejabat KUA untuk menggali implementasi
kebijakan, semi-terstruktur dengan catin untuk
memahami pengalaman mereka, dan terbuka dengan
tokoh masyarakat untuk mendapat persepsi tentang
program.

1) Pejabat KUA Kecamatan Karangdadap Meliputi
Kepala KUA sebagai pengambil kebijakan,
penghulu yang langsung melaksanakan bimbingan
perkawinan, dan staf administrasi yang menangani
proses pendaftaran serta dokumentasi. Mereka
memberikan informasi tentang implementasi
kebijakan, prosedur pelaksanaan, dan kendala
operasional.

2) Calon Pengantin terdiri dari dua belas pasangan
calon pengantin yang sudah melaksanakan
bimbingan perkawinan. Mereka menjadi sumber

23 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika : Jakarta
2013).h 11
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informasi utama tentang efektivitas program dari
perspektif penerima manfaat.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan
secara tidak langsung oleh penulis. Misalnya melalui
pihak lain atau arsip dokumen. Sumber data sekunder
adalah data tambahan yang berfungsi untuk
melengkapi data yang diperlukan data primer.?*

1) Bahan Hukum Primer, Dalam penelitian ini bahan
hukum primer mencakup regulasi yang mengatur
bimbingan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan
hukum utama. Peraturan Menteri Agama Nomor
30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Mentri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang
Pencatatan Nikah mengatur prosedur administratif
terbaru. Peraturan Menteri Agama Nomor 876
Tahun 2023 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
memberikan kerangka pembinaan keluarga. Aspek
teknis diatur dalam Keputusan Direktur Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun
2021 yang diperbarui dengan Keputusan Nomor
172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun
2024 tentang Wajib Bimbingan Perkawinan Bagi
Calon Pengantin memperkuat pelaksanaan
kewajiban bimbingan perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum
yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
(Bandung: Alfabeta., 2016).h 225
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menyediakan penjelasan, interpretasi, atau analisis
terhadap bahan hukum primer. Antara lain buku-
buku hukum, jurnal ilmiah hukum, tulisan hukum
oleh para ahli hukum, artikel hukum dalam
majalah atau publikasi ilmiah, perspektif para ahli
terhadap peraturan Perundang-Undangan.?®

3) Bahan Hukum Tersier merupakan sumber hukum
yang menjelaskan informasi umum, definisi dasar,
atau penjelasan konseptual yang bersifat lebih
general dibandingkan dengan bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan
hukum tersier berfungsi sebagai pintu masuk atau
pengantar untuk memahami terminologi dan
konsep-konsep hukum. Contohnya kamus hukum,
kamus hukum Indonesia, ensiklopedia umum
tentang hukum, direktori hukum, serta sumber dari
internet dan media tentang efektivitas hukum dan
bimbingan perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara adalah cara untuk
mengumpulkan data yang dilakukan dengan
mengadakan ~ penelitian  pendahuluan  guna
mengidentifikasi persoalan serta juga untuk
memahami aspek-aspek dari responden yang lebih
dalam.?® Wawancara dilakukan dengan panduan
interview guide yang telah dirancang terlebih dahulu.
Pada penelitian ini memakai tipe wawancara
mendalam in-depth interview dengan mengajukan

25 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, ( Mataram : Mataram
University Press, 2019).h 59
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif
Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h 745.
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pertanyaan mendalam kepada informan guna
mendapatkan  informasi  tentang  efektivitas
pelaksanaan norma wajib bimbingan perkawinan
pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan
karangdadap secara komperhensif dan valid.
Purposive sampling adalah metode
pengambilan sampel non-probabilitas (non-acak)
dimana penulis sengaja memilith partisipan
berdasarkan karakteristik khusus yang relevan
dengan fokus penelitian, sehingga individu yang
terpilih memiliki kapasitas untuk memberikan
informasi mendalam dan berkualitas sesuai dengan
permasalahan yang sedang dikaji. Metode ini
memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk
menyeleksi informan yang memiliki pengetahuan,
pengalaman, atau posisi strategis yang dapat
berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman
fenomena yang diteliti.?’” Dalam hal ini, peneliti
menetapkan informan yang dinilai  memiliki
wawasan, pengalaman, atau peran strategis terhadap
fenomena yang diteliti. Penerapan teknik ini
melibatkan pemilihan informan kunci seperti kepala
KUA dan penghulu, yang berperan sebagai pelaksana
kebijakan serta memahami secara langsung
implementasi program. Selain itu, calon suami istri
yang sedang atau telah mengikuti bimbingan
perkawinan juga dipilih sebagai informan karena
mereka merupakan pihak yang menerima layanan
secara langsung. Pemilihan informan dilakukan
secara purposif karena mereka memiliki pengalaman

2 Tka Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan
Snowball Sampling", HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian &
Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6.1 (2021). h 34.
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empiris dan pemahaman yang mendalam terkait
pelaksanaan kebijakan bimbingan perkawinan yang
bersifat wajib.

Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik
snowball sampling sebagai metode pelengkap untuk
memperluas jangkauan informan dalam penelitian
ini. Teknik ini dilakukan melalui sistem rujukan, di
mana setiap informan yang telah diwawancarai
diminta untuk merekomendasikan individu lain yang
dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan
yang relevan mengenai pelaksanaan bimbingan
perkawinan di KUA Karangdadap.?®

b. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah langkah untuk
mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa
metode diantaranya menelusuri, mengidentifikasi,
serta mengenalisa berbagai arsip tertulis yang
berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang
dijadikan sumber dapat berupa regulasi resmi antara
lain  peraturan  perundang-undangan, laporan
kelembagaan, kebijakan kementrian serta referensi
akademik antara lain buku, skripsi, tesis, disertasi,
jurnal  ilmiah, dan artikel penelitian yang
berhubungan antara isu yang diteliti. Dalam studi ini,
teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk
menghimpun data pendukung mengenai regulasi
bimbingan perkawinan, seperti Peraturan Menteri
Agama, modul atau bahan ajar yang digunakan dalam
bimbingan, serta studi sebelumnya yang membahas
efektivitas program serupa di KUA lain. Selain itu,

28 Nina Nurdiani, "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian
Lapangan", Jurnal ComTech: Computer, Mathematics and Engineering
Applications, 5.2 (2014).h 1114.
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dokumentasi juga mencakup media cetak dan

elektronik, seperti foto, rekaman audio-visual, serta

dokumen digital lainnya yang dapat memperkuat data

penelitian.?’

5. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data
Dalam rangka memastikan keabsahan data dan
menjaga kredibilitas informasi dalam studi ini, penulis
menerapkan cara triangulasi berfungsi untuk strategi
validasi data. Teknik ini mencakup triangulasi sumber,
yakni melalui perbandingan data yang dari berbagai
pihak terkait seperti Kepala KUA, penghulu, petugas
KUA, calon pengantin, serta tokoh masyarakat setempat.
Selanjutnya, dilakukan triangulasi metode melalui
penggunaan beragam metode pengumpulan informasi,
antara lain (wawancara intensif, dan studi dokumentasi).
Guna menguji konsistensi dan kekuatan data yang
dikumpulkan. Peneliti juga menerapkan triangulasi teori,
yakni dengan menggunakan berbagai sudut pandang
teoritis seperti (teori efektivitas hukum dan konsep
bimbingan perkawinan) untuk menganalisis dan
menafsirkan data secara lebih komprehensif.
6. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan cara kajian data

kualitatif dengan model interaktif yang telah
dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang
meliputi tiga tahapan pokok yakni:3°

2 Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik
Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada
Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan
Islam, 1.2 (2023). h 4.

30 Jogiyanto Hartono, Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis
Data (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2018).
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a. Reduksi Data (Data Reduction)

Proses ini dilakukan dengan cara menyortir,
memilih, dan menyederhanakan data mentah yang
didapat dari lapangan, baik dengan interview maupun
dokumentasi. Informasi yang tidak relevan dengan
fokus penelitian disisihkan, sementara data yang
berkaitan langsung dengan efektivitas norma wajib
bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan
Karangdadap disusun secara sistematis untuk
memudahkan proses analisis lebih lanjut.

b. Penyajian Data (Data Display)

Tahapan berikutnya merupakan penyajian data.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan
dengan format deskripsi narasi deskriptif yang
menggambarkan efektivitas pelaksanaan norma wajib
bimbingan pernikahan pada kantor urusan agama
kecamatan karangdadap.

c. Penarikan Kesimpulamn (Conclusion Drawing)

Tahap akhir pada saat menganalisis data adalah
dengan membuat kesimpulan awal berdasarkan data
yang sudah disajikan. Kesimpulan ini kemudian
diverifikasi secara berulang dengan membandingkan
temuan yang ada, melakukan validasi melalui
triangulasi, serta mempertimbangkan teori yang
relevan, guna memastikan bahwa hasil yang
diperoleh bersifat valid dan memiliki kredibilitas
ilmiah yang memadai.

H. Sistematika Penulisan
Guna menggambarkan isi kajian yang menjadi pokok
pembahasan dalam studi ini, sehingga sistematika yang
akan dipaparkan pembahasan sebagai berkut :
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BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas latar
belakang masalah yang menjadi basis kajian penelitian,
yang meliputi urgensi topik dan relevansinya terhadap
kondisi aktual. Sesudah itu dilanjutkan dengan penjabaran
mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teoritik dan Konseptual, Bab ini
menguraikan tentang kerangka teoritik dan konseptual yang
membahas mengenai teori dan konsep yang digunakan
sebagai landasan analisis. Sebagai dasar utama dalam
menganalisis permasalahan, digunakan teori efektivitas
hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Pada
bab ini aspek-aspek tentang efektivitas hukum dijelaskan
secara rinci.

BAB III Hasil Penelitian, Pada bab III menjabarkan
terkait temuan dari studi yang sudah dilaksanakan. Dalam
bab IIl ini membahas tentang profil KUA Kecamatan
Karangdadap dan profil informan (catin), mengenai
bagaimana kebijakan wajib bimbingan perkawinan untuk
para calon pengantin. Penjabaran dari temuan penelitian
ditujukan guna menguraikan secara menyeluruh dan rinci
terkait temuan aspek-aspek yang didapatkan di lapangan,
sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis
yang selaras dengan tujuan penelitian

BAB 1V Pembahasan, Bab ini merupakan
representasi dari rumusan masalah yaitu mengkaji tentang
efektivitas  pelaksanaan norma  wajib  bimbingan
perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap setelah
diberlakukannya Peraturan Mentri Agama Nomor 30 Tahun
2024 tentang pencatatan administrasi pernikahan, SE
Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2
Tahun 2024 wajib bimbingan perkawinan, dan Kepdirjen
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Bimas Islam No 172 Tahun 2022 tentang Juklak Bimbingan
perkawinan. Penulis menguraikan bagaimana pelaksanaan
program tersebut dilakukan, termasuk metode yang
digunakan (klasikal, mandiri, atau virtual), waktu
pelaksanaan yang bersamaan dengan pemeriksaan nikah,
serta respon para calon pengantin terhadap kegiatan
tersebut. Analisis kemudian diarahkan pada sejauh mana
kebijakan tersebut berjalan efektif menurut teori efektivitas
hukum Soerjono Soekanto. Selain itu, juga dibahas upaya-
upaya yang telah dan akan dilakukan oleh pihak KUA untuk
meningkatkan kualitas bimbingan.

BAB V Kesimpulan, bab lima adalah bagian terakhir
yang merangkum keseluruhan isi pembahasan dalam
skripsi ini. Pada bab ini termuat kesimpulan dari hasil
penelitian mengenai tingkat efektivitas hukum pelaksanaan
norma wajib bimbingan perkawinan di KUA Karangdadap.
Selanjutnya, penulis menyampaikan saran-saran yang
ditujukan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangdadap, pemerintah, dan masyarakat untuk
memperbaiki pelaksanaan bimbingan agar lebih terstruktur,
terencana, dan berdampak signifikan dalam membentuk
keluarga harmonis. Bab ini ditutup dengan harapan bahwa
hasil penelitian dapat memberikan kontribusi praktis dan
akademis di bidang hukum keluarga Islam



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan norma wajib bimbingan
perkawinan di KUA Kecamatan Karangdadap belum efektif
berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
meskipun landasan regulasi berupa Peraturan Mentri
Agama Nomor 30 Tahun 2024, Keputusan direktur jendral
Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan
Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2 Tahun
2024 telah tersedia secara lengkap dan mengikat, namun
implementasinya di lapangan masih kurang dari standar
yang ditetapkan. Berdasarkan lima indikator teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto, tiga indikator yakni
faktor penegak hukum, masyarakat, dan budaya
menunjukkan kondisi yang kurang efektif. Durasi
bimbingan tidak terstandar, jadwal bimbingan masih
digabung dengan pemeriksaan berkas nikah, sosialisasi
minim, serta budaya lokal conto yang mereduksi makna
bimbingan perkawinan menjadi sekadar formalitas
administratif. Sementara itu, faktor hukum itu sendiri dan
faktor sarana prasarana dinilai sudah cukup efektif secara
normatif dan fisik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap telah
melakukan sejumlah upaya dalam merespons kondisi
tersebut, antara lain dengan mengembangkan modul
interaktif berbasis smartphone, memberikan pelayanan
bimbingan pada hari Jumat sesuai kebiasaan masyarakat,
serta memberikan pelayanan konsultasi pasca akad nikah.
Rencana ke depan, KUA merencanakan penguatan melalui
penyusunan SOP kelembagaan, peningkatan kompetensi
fasilitator, intensifikasi sosialisasi berbasis digital, serta
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pendekatan transformasi budaya hukum melalui pelibatan
tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Kesimpulan
ini berkesinambungan lemahnya efektivitas pelaksanaan
menjadi landasan bagi pentingnya upaya perbaikan yang
terstruktur dan berkelanjutan.

. Saran

Seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan
Karangdadap perlu mengimplementasikan regulasi
bimbingan perkawinan secara tegas dan konsisten, meliputi
pemisahan jadwal bimbingan dari pemeriksaan berkas
nikah, pemenuhan durasi dan sistematika materi sesuai
ketentuan, peningkatan kompetensi petugas melalui
pelatihan fasilitasi berbasis andragogi, penguatan kerja
sama dengan BKKBN dan Puskesmas, serta pengembangan
sosialisasi melalui media digital dan peran aktif modin di
tingkat desa.

Seharusnya bagi calon pengantin di KUA Kecamatan
Karangdadap diharapkan =~ memaknai ~ bimbingan
perkawinan bukan sekadar formalitas administratif,
melainkan sebagai bekal nyata dalam membangun rumah
tangga yang harmonis, dengan cara aktif menggali
informasi seputar hak dan kewajiban suami istri, kesehatan
reproduksi, manajemen konflik, serta nilai-nilai keislaman
dalam Dberkeluarga melalui modul KUA, literatur
keagamaan, maupun sumber digital yang terpercaya.

Bagi peneliti  selanjutnya, disarankan untuk
memperluas kajian melalui studi komparatif antara KUA
yang pelaksanaan bimbingan perkawinannya telah efektif
dengan yang belum, guna menemukan faktor penentu
keberhasilan yang dapat dijadikan model replikasi. Kajian
juga dapat dikembangkan melalui pendekatan teori
psikologi seperti teori kesiapan perkawinan dan komunikasi
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interpersonal, maupun teori hukum sehingga menghasilkan
pemahaman yang lebih holistik tentang efektivitas
bimbingan perkawinan di Indonesia.
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